Menimbang

BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN BIAYA

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA

TAHUN ANGGARAN 2025

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, dan ketentuan Pasal 3
ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020
tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga
Satuan Regional, perlu menyusun Standar Harga
Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun
2025;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Pidie Jaya tentang Standar Harga Satuan Biaya
Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran
2025;

Mengingat ..



Mengingat

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);

6.Undang ..



10.

11.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2020 Nomor 57)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri Di
Lingkungan Kementerian  Dalam  Negeri dan
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

12.Qanun ..



Menetapkan

12.

13.

Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya
Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten
Pidie Jaya Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan
Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya
(Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5);

Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN

BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN
ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2

Kabupaten adalah Kabupaten Pidie Jaya.

Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan
masing-masing.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Jaya yang
selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah
unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang
terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya
disingkat SKPK adalah unsur perangkat daerah pada
Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan urusan

pemerintahan kabupaten.
5.Bupati ..
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11.

12,

13.

Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.

Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda
adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap
oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki
jabatan pemerintahan.

Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya
disingkat TAPK adalah tim yang dibentuk dengan
Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah
yang mempunyai tugas menyiapkan serta
melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka
penyusunan APBK.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala
SKPKD, yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara
Umum Daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas
sebagai Bendahara Umum Daerah.

Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya
disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa
untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya
disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan
Pengadaan Barang/Jasa oleh SKPK yang dibiayai oleh
APBK yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan,
sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA

adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan

anggaran SKPK.

14.Kuasa .|.




14.

15.

16.

17.

1L8.

19.

20.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat
KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan  sebagian  kewenangan = pengguna
anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan
fungsi SKPK.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat
PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh
PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau
melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja daerah.

Pejabat  Penatausahaan Keuangan SKPK yang
selanjutnya disingkat PPK-SKPK adalah Pejabat yang
melaksanakan fungsi tata wusaha keuangan dan
akuntansi pada SKPK.

Pengurus Barang/Pemegang Barang adalah setiap orang
yang ditunjuk dan diserahi tugas untuk melaksanakan
tata usaha barang daerah pada setiap unit kerja PA.
Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat
fungsional/personil yang bertugas melaksanakan
Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau
E-Purchasing.

Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menata-usahakan dan mempertanggungjawabkan uang
pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBK
pada SKPK.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang
untuk keperluan belanja kabupaten dalam rangka
pelaksanaan APBK pada SKPK.

BABII ..



BAB 11
STANDAR HARGA SATUAN BIAYA

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini

meliputi :

a.
b.

Ci

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

satuan biaya honorarium,;

satuan biaya perjalanan dinas;

satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar
kantor; dan

satuan biaya pemeliharaan.

Pasal 3
Standar harga satuan biaya digunakan dalam
perencanaan dan pelaksanaan APBK.
Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan
biaya ini berfungsi sebagai:
a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat
dilampaui dalam penyusunan RKA SKPK;
b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
c. bahan perhitungan pagu indikatif APBK.
Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan
biaya berfungsi sebagai:
a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat
dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi
yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu,

termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 4
Satuan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:
a. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, dan
b. Satuan biaya perjalanan dinas luar negeri.
Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan

secara at cost (biaya riil).

(3)Pertanggungjawaban ..

.



(3) Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi
pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten  dilakukan secara Ilumpsum  dengan
memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan,
kewajaran, dan akuntabel.

(4) Ketentuan mengenai Satuan biaya perjalanan dinas luar
negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi
pemerintahan kabupaten mengacu pada ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya
masukan yang berlaku pada anggaran kementerian/
lembaga.

(5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan dan
pertanggungjawaban perjalanan dinas luar negeri bagi
pemerintahan kabupaten diatur dalam Peraturan Menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam
negeri setelah berkoordinasi dengan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

keuangan negara.

Pasal 5
(1) Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau
kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan
anggaran, dapat dilakukan perubahan standar harga
satuan biaya.
(2) Perubahan standar harga satuan biaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah menerima

usulan dari SKPK.

Pasal 6
Standar harga satuan biaya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III ...



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 15 Agustus 2024 M
10 Shafar 1446 H

X Pj. BUPATI PIDIE JAYA/ _

A JAILANI

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 16  Agustus 2024 M
i1 Shafar 1445 H

‘Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA, q/

//_\ "
BAHRON BAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2024 NOMOR 14



LAMPIRAN

: PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA
BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
TAHUN ANGGARAN 2025

STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

A. SATUAN BIAYA HONORARIUM

NO URAIAN SATUAN BESARAN KETERANGAN
1 |HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN / PPKD
1.1 |Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta OB 676.000
Nilai dana di atas Rp 100 juta s.d. R
imal pagu dana di atas Rp 100 juta s p250 OB 812.500
Nilai d di at 250 juta s.d.
. ]'ultzl pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 OB 942 500
Nilai d di atas R juta s.d. R
d 1Ia'u pagu dana di atas RpS00 juta s pl OB 1.079.000
miliar
Nilai d i R iliar s.d.
5 1_g1 pagu dana di atas Rp1 miliar s.d.Rp 2,5 OB 1.280.500
miliar
¢ Ni.lz?.i pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 OB 1.482.000
miliar
g Nilla.li pagu dana di atas RpS miliar s.d. Rp 10 OB 1.683.500
miliar . _
h Nl.le'u pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp25 OB 1.956.500
miliar
i Nl.la_u pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 OB 2.223.000
miliar
§ N1}::}1 pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 OB 2.496.000
miliar
K rl\:ill?;l}-)agu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 OB 2.762.500
) N1']e.u pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 OB 4.100.500
miliar
» ::ilﬁl;fagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 OB 4.438.500
I N1-le.u pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 OB 4.776.500
miliar
o N1.lzln pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rpl OB 5.114.500
triliun
p_|Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun OB 5.790.500
1.2 |Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta OB 202.000
;\Il:izl pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Ro250 OB 242.000
. :1:1 pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 OB 282.000
d Nlllf:.ll pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 OB 322.000
miliar
. Nl‘lé?.l pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 OB 382.000
miliar
f N1.Ialu pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp 5 OB 442.000
miliar : -
g N1}a}1 pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 OB 504.000
miliar
h N{l.’:}l pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 OB 584.000
miliar _ 1L
; I].j:ilg;fagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 OB 664.000

j Nilai ...




Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75

g 12 OB 744.000
miliar
K Nlllg.l pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp 100 OB 826.000
miliar
e T s )
1 N1.le'u pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp250 OB 1.426.000
miliar
m N1‘1g1 pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp 500 OB 1.526.000
miliar
= Nl.lz?] pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp750 OB 1.628.000
miliar
R N1.15‘11 pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp 1 OB 1.728.000
triliun
p_|Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun OB 1.928.000
1.3 |Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (PPK SKPK)
a |Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta OB 80.000
b :\:1:1 pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 OB 96.000
. 311111?; pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp 500 OB 114.000
d N1-1e.u pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 OB 132.000
miliar
. N1.1§1 pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 OB 154.000
miliar
¢ Nl-le.n pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 OB 176.000
miliar
o Nx‘l.’:‘u pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 OB 198.000
miliar
h N{lgt pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 OB 250.000
miliar
; N1}§1 pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp 50 OB 304.000
miliar
j N1}§1 pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 OB 356.000
miliar
K Nl.la.u pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d 100 OB 408.000
miliar
] N1lla-u pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp250 OB 988.000
miliar
m N1.le_u pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 OB 1.066.000
miliar
5 N1-15‘u pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp750 OB 1.146.000
miliar
2 N1-lr?u pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp 1 OB 1.224.000
triliun
p [Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun OB 1.384.000
1.4 |Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan
Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta OB 68.000
:\11;11:21 pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp250 OB 84.000
. :\E:l pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 OB 100.000
d Nl-lé?.l pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 OB 114.000
miliar . s =
. N1‘le‘11 pagu dana di atas Rp | miliar s.d. Rp2,5 OB 134.000
miliar : —
¢ Nl.lé"u pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 OB 154.000
miliar
g Nl-le.n pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 OB 172.000
miliar : _
h Nl}gi pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp25 OB 218.000
miliar
; Nl.la.l pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 OB 264.000
miliar
i Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp75 OB 310.000

miliar

k Nilai ./




Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp 100
b |y P P OB 356.000
Nilai pagu dana di atas Rpl00 miliar s.d. Rp250
L e P ; OB 924.000
Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp 500
m | iar OB 994.000
Nilai pagu dana di atas Rp500 mili .d. Rp750
o [ PeE PR SE OB 1.062.000
miliar
Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp 1
° |triliun OB 1.132.000
p_|Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun OB 1.268.000
1.5 |Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu
Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta OB 52.000
Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp 250
A pags ait ¥ OB 62.000
Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp 500
¢ |ita Pes RATRCR e I OB 74.000
Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1
d S OB 86.000
Nilai d di atas Rp | mili .d.Rp 2,5
. 1_31 pagu dana di atas Rp | miliar s p 2, OB 100.000
miliar
; Ni.la.i pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 OB 114.000
miliar
# Ni.],i?.i pagu dana di atas RpS miliar s.d. Rp10 OB 128.000
miliar
h Ni}e}i pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp25 OB 162.000
miliar
; NlllE‘il pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 OB 196.000
miliar
j Nl}gl pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 OB 230.000
miliar
K Nl}?.l pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 OB 266.000
miliar
1 Nl‘lza.u pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 OB 616.000
miliar
m N1_1g1 pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 OB 668.000
miliar _
s Nl}a}l pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 OB 718.000
miliar
5 N1-1r.:u pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp 1 OB 770.000
triliun
p_|Nilai pagu dana di atas Rp | triliun OB 872.000
1.6 |Bendahara Umum Daerah (BUD)
Bendahara Umum Daerah (BUD) / Pejabat
@ Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) OB 2-000.000
b |Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) OB 2.500.000
NO URAIAN SATUAN BESARAN |[KETERANGAN
2 |HONORARIUM PENGELOLA BARANG
2.1 |Honorarium Pengurus/Bendahara Barang SKPK
Nilai Barang sampai dengan Rp 50 juta OB 150.000
Nilai Barang di atas Rp 50 juta s.d. Rp 200 juta OB 175.000
¢ |Nilai Barang di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 Juta OB 200.000
d |Nilai Barang di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar OB 250.000
e |Nilai Barang di atas Rp 1 miliar OB 350.000

3 HONORARIUM ..

i



NO URAIAN SATUAN BESARAN |KETERANGAN

3 |HONORARIUM PENGADAAN BARANG/ JASA
3.1 |Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa OB 680.000
3.2 |Honorarium Pokja Pemilihan OB 5.000.000

Keterangan/ ketentuan :

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan
barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

NO URAIAN SATUAN BESARAN |KETERANGAN

4 |HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS/MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/ PANITIA

41 Pengajar / Fasilitator / Instruktur / Narasumber Penceramah, Pemateri, Status PNS / NonPNS
" |dari Instansi / Non Instansi Dari Luar Kabupaten Pidie Jaya Dalam Provinsi Aceh

a |S1/Sederajat 0J 500.000
b |S2/Spesialis/Sederajat 0J 600.000
¢ |S3 /Doktor OJ 700.000
d [Biaya Transportasi OK 300.000 |Pulang Pergi

Pengajar /Fasilitator /Instruktur / Narasumber Penceramah, Pemateri, Status PNS dari
4.2 |instansi/Non Instansi Dalam Kabupaten Pidie Jaya

a |S1/Sederajat 0J 300.000
b |S2/Spesialis/Sederajat OJ 400.000
c |S3 /Doktor 0oJ 500.000
4.3 |Honorarium Tenaga Ahli / Instrukrur Kegiatan Pertandingan Olahraga
a |Komisi Pertandingan OK 150.000
b |Wasit Pertandingan OK 150.000
c |Hakim Garis Pertandingan OK 120.000
d |Petugas Medis Pertandingan OK 100.000
e |Pengamanan Pertandingan OK 100.000
f [Petugas Lainnya Pertandingan OK 100.000

4.4 |Honorarium Panitia Kegiatan Sosialisasi/Seminar/Workshop /Saresehan

a [|Pengarah OK 315.000
b |Penanggung Jawab OK 285.000
c |Koordinator OK 255.000
d |Ketua OK 225.000
e |Wakil Ketua OK 205.000
f |Sekretaris OK 190.000
| g |Anggota OK 125.000
45 Jasa Kegiatan Acara Sosialisasi/Seminar/Workshop /Saresehan dan peringatan hari besar
~~ |Nasional, Daerah serta Keagamaan
a |Moderator OK 150.000
b |Pembawa Acara OK 150.000
¢ |Pembaca Doa OK 150.000
d |Pembaca Al-quran OK 150.000
e |[Notulis OK 150.000
f |Pemimpin Lagu OK 150.000
g |Uang Saku peserta OK 150.000
h |Uang Saku peserta OH 100.000
i |Uang Saku Panitia OH 200.000
i Tll'ans'portasi Peserta Pelatihan, Sosialisasi Dan OH 50.000
Bimbingan
k |Komandan Upacara OK 300.000
1 |Perwira Upacara OK 350.000
m |Paskibraka OK 100.000
n |Pembaca Teks Upacara OK 150.000

keterangan..{ «




1)
2)

Keterangan/ ketentuan :

Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium Narasumber atau Pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah,
aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam
kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, Workshop, sarasehan,
simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk
kegiatan pendidikan dan pelatihan}.

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah
60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel Maupun individual

Narasumber atau pembahas berasal dari:
Luar Organisasi Perangkat Daerah penyelenggara atau masyarakat; atau

Dalam Organisasi Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran
utama kegiatan berasal dari luar Organisasi Perangkat Daerah penyelenggara dan/atau
masyarakat.

Dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari Organisasi Perangkat Daerah
penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium
narasumber/ pembahas

Honorarium Moderator
Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain

yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada
kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan,
simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk
kegiatan pendidikan dan pelatihan}.

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:
Moderator berasal dari luar Organisasi Perangkat Daerah penyelenggara; atau

Moderator berasal dari dalam Organisasi Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang peserta
yvang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan Kkerja perangkat daerah
penyelenggara dan/atau masyarakat.

Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang
berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan, kegiatan seminar, rapat

kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis
sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat

daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat Kkerja, sosialisasi, diseminasi, workshop

sarasehan, simposium, lokakarya dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang
berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan
mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu, pada besaran honorarium
untuk anggota panitia. Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia
yvang dapat diberikan honorarium maksimal 10%, (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan
mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40
(empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat)
orang.

URAIAN SATUAN BESARAN | KETERANGAN

HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Yang Ditetapkan Oleh Bupati |

Pengarah OB 1.000.000

Penanggung Jawab OB 800.000

c Ketua ...




c |Ketua OB 700.000
d |Wakil ketua OB 600.000
e |Sekretaris OB 500.000
f |Anggota OB 400.000
5.1.2|Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Bupati
a |Ketua/Wakil Ketua OB 250.000
b |Anggota OB 220.000
5.2.1|Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah
a |Pengarah OB 750.000
b |Penanggung Jawab OB 700.000
c |Ketua OB 650.000
d |Wakil ketua OB 600.000
e |Sekretaris OB 500.000
f |Anggota OB 400.000
5.2.2|Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah
a |Ketua/Wakil Ketua OB 250.000
b |Anggota OB 220.000
Keterangan /ketentuan:
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan:
Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas Organisasi Perangkat Daerah, pengaturan batasan
jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat
eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan:
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim
pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan
Bupati atau sekretaris daerah.
a Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
b  Bersifat koordinatif untuk tim pemerintah Kabupaten Pidie Jaya
1) Dengan mengikut sertakan instansi pemerintah di luar pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang
bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh bupati; atau
4 Antar satuan kerja perangkat kabupaten untuk Tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah
bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
d merupakan tugas tambahan atau perangkapan Fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan
Fungsi sehari-hari; dan
e dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien
Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang di beri tugas melaksanakan kegiatan
administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana
kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim
pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang
ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:
a Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh bupati ;
atau
b Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris

daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut
Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas
keberadaan tim dimaksud untuk di pertirnbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja
perangkat kabupaten.

6 HONORARIUM .




NO

URAIAN

SATUAN BESARAN |KETERANGAN
6 |HONORARIUM TIM KUASA HUKUM PEMDA
6.1 |Advokat/ Pengacara OB 3.000.000
6.2 |PNS OB 1.500.000
NO URAIAN SATUAN BESARAN | KETERANGAN
7 |HONORARIUM PENYULUH NON ASN
7.1 |SLTA OB 800.000
7.2 |DI/DII/DIII OB 1.200.000
7.3 |Sarjana (Sl)/Diploma IV OB 1.300.000
7.4 |Master (S2) OB 1.400.000
7.5 |Doktor (S3) OB 1.500.000
NO URAIAN SATUAN BESARAN |KETERANGAN
HONORARIUM ROHANIWAN (PENGAMBIL
8 SUMPAH] ( OK 400.000
9 HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA TEKNOLOGI
INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE
9.1 |Honorarium Tim Penyusunan Jurnal
a |Penanggung Jawab Oter 350.000
b |Redaktur Oter 250.000
¢ |Penyunting/ Editor Oter 200.000
d |Desain Gratis Oter 150.000
e |Fotografer Oter 150.000
f |Sekretariat Oter 100.000
g [Pembuat Artikel Per Halaman 75.000
9.2 [Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah
a |Penanggung Jawab Oter 350.000
b |Redaktur Oter 250.000
c |Penyunting/ Editor Oter 200.000
d |Desain Gratis Oter 150.000
e |Fotografer Oter 150.000
f |Sekretariat Oter 100.000
g |Pembuat Artikel Per Halaman 75.000
9.3 |Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website
a |Penanggung Jawab OB 350.000
b |Redaktur OB 300.000
c |Editor OB 250.000
d [Web Admin OB 200.000
e |Web Developer OB 225.000
f |Pembuat Artikel Per Halaman 75.000
Keterangan/ ketentuan:
Honorarium tim pengelola teknologi intormasi atau website dapat diberikan kepada pengelola
website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan bupati.
Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dan/atau
SKPK masing-masing.
NO URAIAN SATUAN BESARAN | KETERANGAN
10 |HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN
10.1 [Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar
Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian Nasll(ah/ 100.000
Pelajaran
Pengawas Ujian OH 180.000
¢ |Pemeriksa Hasil Ujian stng/ Mata 5.000
Ujian

10.2 Honorarium . /!







